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PUTUSAN
Nomor 1349/Pdt.G/2019/PA.Tbn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan
Putusan perkara Gugatan perceraian, antara :

XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan PNS, tempat tinggal
di Dusun XXX Kecamatan Plumpang Kabupaten TUban,
sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di RT.28 RW. 10 No. 04 Kelurahan XXX
Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, sekarang
beralamatkan di Perum Tamansari Indah Blok E/6 Desa
Karsamenak Kecamatan Kawalu Tasikmalaya, sebagai

Tergugat;
- Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

- Telah mendengar keterangan pihak beperkara dan para saksi di muka
sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa, dalam surat gugatannya, tanggal 27 Juni 2019, Penggugat telah
mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1349/Pdt.G/2019/PA.Tbn., tanggal 27 Juni
2019, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang
melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Maret 2011 dan dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang
sesuai Kutipan Akta Nikah / Duplikat Kutipan Akta Nikah*) Nomor: 98 | 27 |

1l / 2011 pada hari Jum’at Tanggal 11 Maret 2011;
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2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan
rukun, harmonis, dan telah melakukan ba’'da dukhul dan dikaruniai 1 (satu)
orang anak laki — laki bernama : XXX yang lahir pada tanggal 8 Desember
2011.
3. Bahwa anak tersebut pada awalnya dalam asuhan Penggugat, namun
mulai pada bulan Mei tahun 2015 anak tersebut dalam asuhan orang tua
Tergugat di Perum Taman Sari Indah Blok E No. 6 Desa Kawalu Kec.
Karsamenak Tasikmalaya Jawa Barat dan sampai saat ini.
4. Bahwa diawal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun,
tenteram dan harmonis dan menetap dirumah Mertua di Tasikmalaya dan di
JI. Desa Tambaksari Kec. Tajinan Kab. Malang, kemudian Penggugat
dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah, Tergugat tinggal di JI. Desa
Tambaksari Kec. Tajinan Kab. Malang, sedangkan Penggugat tinggal di
Ketintang Baru Ill No. 20 Surabaya, kemudian pada tahun 2012 Tergugat
dan Penggugat Tinggal bersama di JI. Garuda V Rewwin Kec. Waru
Sidoarjo kemudian pada tahun 2013 pindah di Star Safira Regency Blok D
10 No. 4 Taman Sidoarjo, kemudian pada bulan Mei tahun 2015 Penggugat
mengikuti Pendidikan di Jakarta selama 6 (enam) bulan lalu Penggugat
ditempatkan tugas di Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar di Martapura
Kalimantan Selatan, kemudian pada Bulan Nopember 2018 penggugat
pindah tugas ke Kejaksaan Negeri Tuban, sedangkan Tergugat tetap tinggal
di Star Safira Regency Blok D 10 No. 4 Taman Sidoarjo yang merupakan
tempat tinggal bersama;
5. Bahwa pada awal tahun 2016 kehidupan rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
- Tergugat sering marah yang tidak jelas penyebabnya, disertai
dengan kekerasan fisik, tidak jujur, ditanya pekerjaannya juga tidak
terbuka, dan setiap kali diajak bicara baik — baik malah emosi dan
melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni memukul
penggugat, karena kejadian tersebut Penggugat merasakan trauma

hidup bersama dengan Tergugat;
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- Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat karena
Tergugat tidak mau / malas / jarang bekerja dan bekerja hanya
semaunya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga
bersama dan hanya memberikan penghasilan sekedarnya saja sehingga
tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk
memenuhinya terpaksa Penggugat memakai penghasilan Penggugat
untuk mencukupi rumah tangga bersama, dan mulai bulan Maret tahun
2017 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak sama sekali memberikan
nafkah wajib kepada Penggugat.
6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus
sehingga akhirnya sejak tanggal 27 Juni 2017 hingga sekarang, Penggugat
dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena
Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang
mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di
Dusun Lingit Rt. 07 Rw. 01 Desa Klotok Kec. Plumpang Kab. Tuban dan
Tergugat bertempat tinggal di Star Safira Regency Blok D 10 No. 4 RT. 028
RW. 010 Desa/Kelurahan Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo
Propinsi Jawa Timur;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada
kebahagiaan lahir dan batin, Penggugat menderita lahir bathin dan tidak
sanggup untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan tidak
sesuai dengan maksud dan tujuan Perkawinan yang diamanatkan dalam
Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat
menilai bahwa perceraian adalah merupakan jalan terbaik;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama orang tua
Tergugat, karena itu untuk rasa kasih sayang Penggugat, maka Penggugat
mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam Pengasuhan dan
Pemeliharaan Penggugat mengingat usia anak tersebut masih 7 (Tujuh)
tahun dan sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat;
9. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi
alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun
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1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi
Hukum Islam Pasal 116;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Kelas IA Tuban c.g. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut :

Primair:
1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, menjatuhkan talak satu ba’'in shughra dari Penggugat
(XXX) terhadap Tergugat (XXX);
3. Menyatakan Hak Asuh anak (Hadhanah) berada di dalam kekuasaan
Penggugat XXX;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair:
Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha
mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Juga telah diupayakan
melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama, bernama Drs.
MUHSIN, MH., sesuai dengan Penetapan Ketua Majelis, tanggal 19 Nopember
2019, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sesuai dengan Laporan
Mediator, tanggal 26 Nopember 2019;

Bahwa, setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian
dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa, atas gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban
karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:
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a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Nomor
98/27/111/2011, tanggal 11 Maret 2011. Bukti tersebut bermeterai cukup.
Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.1.;

b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523175712850001 ,
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Tuban, tanggal 15 april 2019. Bukti tersebut bermeterai
cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

c. Fotokopi Surat Keterangan ljin Perceraian dari Kepala Kejaksaan Tinggi
kalimantan Selatan Banjarmasin , Nomor : R-772/Q.3.1/Cp.3/10/2018,
tanggal 11 Oktober 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah
dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda P.3,;

B. Saksi:

1. XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di

Dusun XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah

sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah
Ibu Kandung Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan ini
adalah untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
sah, dirumah orang tua Tergugat di Tasikmalaya dan sudah satu XXX
umur 7 tahun 7 bulan;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan
bertengkar, disebabkan karena Tergugat tidak jujur dan sering
menganiaya Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal selama 2 tahun, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat
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sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin, hingga
sekarang;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan

Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, tempat kediaman di
Dusun XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah
sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah
Paman Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan ini
adalah untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah,
dirumah orang tua Tergugat di Tasikmalaya dan sudah satu XXX umur 7
tahun 7 bulan;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan
bertengkar, disebabkan karena Tergugat seringkali menganiaya
Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal selama 2 tahun, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah
tidak pernah saling berhubungan hingga sekarang;

- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan
secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing, dan
mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala
hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan diatas .
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Menimbang, pada hari yang sudah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat
hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah
berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah
tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang
Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak awal 2016,
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan
pertengkaran, disebabkan Tergugat sering marah-marah dan tidak jelas
penyebabnya disertai dengan kekerasan fisik, tidak jujur, ditanya pekerjaannya
juga tidak terbuka dan setiap diajak bicara baik-baik malah emosi dan
melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yang kemudian
mengakibatkanPenggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan selama itu
Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga
sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak
memberikan jawaban, sehingga haruslah dianggap Tergugat mengakui seluruh
dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di
persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 ,P.2 dan P.3, bermeterai cukup
dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai.
Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888
KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24
Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah merupakan akta otentik dan
Tergugat tidak menyanggahnya, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat
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adalah suami isteri sah, sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk
mengajukan cerai gugat perkara a quo. Berdasarkan Pasal 49 ayat ( 1) Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi
kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk Penggugat, adalah merupakan akta otentik dan Tergugat tidak
menyanggah autentisitas bukti tersebut, sehingga telah terbukti Penggugat
berdomisili di wilayah hukum dalam yurisidiksi Pengadilan Agama Tuban, maka
berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi
kompetensi relatif Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Surat
Keterangan ijin perceraian dari atasan Penggugat , maka secara hukum
Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun
1983 yang telah diperbaharui dengan PP Nomor 45 tahun 1990.

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui
kebenarannya oleh Tergugat, tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 70 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2
(dua) orang saksi keluarga/orang, masing-masing bernama NGATMIATUN dan
FAJAR CAHYO MUJIONO BIN DASIMAN ,yang menerangkan bahwa para
saksi tersebut mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sering berselisih
dan bertengkar, yang kemudian mengakibatkan telah berpisah selama sekitar
2 tahun, dan selama itu, sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga
sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan
atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan
dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan
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keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka
secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut ~mempunyai nilai
pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis
Hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada
11 Maret 2011, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar,
disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam hal pekerjaan, dan sering
menganiaya Penggugat, yang kemudian mengakibatkan Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun, dan selama itu,
keduanya sudah tidak pernah berhubungan sebagai suami istri hingga
sekarang;

3. Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan
untuk rukun, tetapi tidak berhasil. Para pihak tidak berusaha untuk rukun
kembali, bahkan tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah terbukti rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering
diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang puncak pertengkaran tersebut
kemudian mengakibatkan  sekitar 2 tahun. Dan selama pisah rumah,
Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali, juga sudah tidak
bisa dipersatukan lagi dalam sebuah rumah tangga. Kondisi rumah tangga
seperti itu, sudah sangat sulit untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,
sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam serta maksud Al- Quran surat Ar Rum, ayat 21,
sehingga oleh karena itu, maka menurut Majelis Hakim, rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan, sehingga gugatan
Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil
gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga Majelis
Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu ba’in sugra Tergugat terhadap Penggugat,
sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (¢) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil

syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (XXX) terhadap
Penggugat (XXX.);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.956.000,00 ( sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 Masehi
bertepatan dengan 4 Jumadilawal 1441 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tuban, terdiri dari Drs.H.ABD.ADHIM,MH, sebagai Hakim Ketua,
Drs.H.ABU AMAR dan Dra.HJ.SUFIJATI,MH, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dibantu IMAM
NURHIDAYAT,SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan
diluar hadirnya Tergugat.
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Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

Drs.H.ABU AMAR Drs.H.ABD.ADHIM,MH

Hakim Anggota |,

Dra.HJ.SUFIJATI,MH

Panitera Pengganti,

IMAM NURHIDAYAT,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,00
2. Biaya proses :Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 840.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi :Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai :Rp 6.000.00

Jumlah Rp.956.000,00

(sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).
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